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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah 

perusahaan pembangunan yang berkorelasi dengan meningkatnya jumlah 

pembangunan infrastruktur dengan beraneka bentuk bangunan, fasilitas-fasilitas 

umum, serta meningkatnya penggunaaan alat-alat modern dan lain-lain akan 

meningkatkan permasalahan yang akan datang jika tidak diimbangi dengan 

pengaturanya maupun pelaksanaanya.1 

Hasil dari pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah produk akhir berupa 

karya tertentu baik prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan 

budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata2. Usaha di 

bidang jasa konstruksi juga berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya 

industri barang dan jasa di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya antara 
 

1 Dewi Padusi Daeng, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan, 
Yogyakarta: Ruas Media, 2020, hlm.6 

2 Dinda Ayu Permatasari, “Analisis Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara 
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan CV. Duta Utama Sumatera”, Skripsi Fakultas 
Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 40. 
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pemborongan dan pengadaan barang dan jasa sangat terkait satu sama lain. Salah satu 

bentuk kontrak yang sering digunakan adalah bentuk kontrak Lump Sum, dimana 

biaya pelaksanaan dijumlahkan di awal untuk keseluruhan proyek. Perjanjian 

pemborongan merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si-

pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan 

pihak yang lain sebagai pengguna jasa pemborongan, mengikatkan diri untuk 

membayar suatu harga yang ditentukan dalam persetujuan, dengan mana pihak yang 

satu, si-buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si-

majikan untuk sesuatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah3 

Perjanjian Pemborongan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan 

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 (PP No.29 Tahun 2009). Perjanjian tersebut 

disebutkan merupakan perjanjian untuk berbuat sesuatu, yang tergolong pada 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian pemborongan dengan bentuk Lump 

Sum secara spesifik didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya 

dalam PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai 

kontrak jasa. Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap 

serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 

 
3 F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber 

Daya Manusia, Yogyakarta: Rieneka Cipta, 1995, hlm. 4 
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sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak 

berubah.4   

Pada dasarnya dalam kontrak Lum Sum pengguna dan penyedia jasa sepakat 

atas suatu jumlah pasti yang harus dibayar untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. 

Kontrak ini seringkali disebut sebagai fixed price contract, dimana pengguna dan 

penyedia jasa sepakat atas suatu jumlah pasti yang harus dibayar untuk pelaksanaan 

suatu pekerjaan. Praktiknya permasalahan pada kontrak Lump-Sum yang paling 

sering terjadi pada proyek-proyek konstruksi adalah permasalahan-permasalahan 

yang terkait dengan item pekerjaan atau barang yang menjadi kesepakatan. 

Permasalahan timbul apabila item pekerjaan atau volume pada salah satu dokumen 

berbeda dengan yang tercantum pada dokumen lain. Permasalahan yang juga sering 

terjadi adalah permasalahan yang terkait dengan item pekerjaan yang harus 

dilaksanakan untuk melengkapi sistem serta larangan metode kerja tertentu oleh 

pihak penyedia jasa atau permasalahan adanya perbedaan informasi antara gambar 

tender dengan spesifikasi barang yang telah disepakati di awal. 

Pada bidang konstruksi permasalahan kontrak juga disebabkan faktor yang 

sulit diprediksi seperti kegagalan desain, kondisi lingkungan, lokasi pekerjaan yang 

tidak terduga serta perubahan kebijakan. Faktor yang sulit diprediksi ditambah 

dengan penggunaan kontrak Lump Sum sering menimbulkan masalah. Di satu sisi, 
 

4 Indonesia(a), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 
Peraturan Pemerintah No. 29Tahun 2000 Pasal 29 ayat. (3)  
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terjadinya faktor yang sebelumnya sulit diprediksi menuntut adanya perubahan ruang 

lingkup pekerjaan, namun di sisi lain perubahan ruang lingkup pekerjaan (pekerjaan 

tambah kurang) pada kontrak Lump Sum pada praktiknya sulit untuk dilakukan,5 

karena sifatnya tetap dan sudah diperhitungkan di awal. 

Selain itu apabila dikaitkan dengan persoalan resiko, pada pelaksanaan 

perjanjian pemborongan sering sekali terjadi resiko-resiko di luar perkiraan para 

pihak Risiko dapat terjadi seperti kesalahan dalam memprediksi harga material atau 

penghitungan volume pekerjaan yang tidak akurat akibat kurang telitinya pihak 

penyedia jasa maupun kontraktor. Sementara risiko yang mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan kontrak ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor. Ketika 

proyek berjalan harga material turun dari yang telah diprediksi dalam kontrak maka 

hal tersebut akan menjadi keuntungan kontraktor, namun apabila harga material naik 

dari yang telah diprediksi maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor 

untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. 

Resiko dalam pekerjaan yang menggunakan kontrak Lump Sum memang menjadi 

persoalan tersendiri, sebagian besar resiko akan ditanggung oleh penyedia jasa 

(kontraktor) karena kondisi perekonomian yang tidak stabil sering kali harga satuan 

pekerjaan atau barang terus menerus mengalami peningkatan. Kondisi ini 

memperlihatkan posisi penyedia jasa atau kontraktor hampir selalu lebih lemah dari 

 
5 Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, “Teori Kontrak dan Implikasinya terhadap 

Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Jurnal Pengadaan, Vol.3, Nomor 3, 
November 2013, hlm. 4  
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pada posisi pengguna jasa. Hal ini dapat saja didasari oleh pengertian bahwa dahulu 

pengguna jasa disebut Bouwheer (Majikan Bangunan) sehingga sebagaimana halnya 

sifat “majikan” yang selalu lebih “berkuasa”, dan selalu dimenangkan.6 Hal lain yang 

juga menjadi kekuatan bagi pengguna jasa adalah ketersediaan jumlah penyedia jasa 

yang banyak sehingga pengguna jasa akan lebih leluasa memutuskan kontrak dan 

berpindah pada penyedia jasa lain, artinya ada posisi yang tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi yang ditawarkan 

oleh pengguna jasa dan banyaknya penyedia jasa mengakibatkan posisi tawar 

penyedia jasa sangat lemah. Sementara pengguna jasa dapat secara leluasa 

menentukan pilihan sebagai dampak dari banyaknya jumlah penyedia jasa. Adanya 

kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan pengguna jasa, 

menyebabkan pihak penyedia jasa menerima kontrak konstruksi yang dibuat oleh 

pihak pengguna jasa. Bahkan ketika proses tender berlangsung biasanya penyedia 

jasa tidak berani menanyakan hal-hal yang sensitif namun penting, seperti misalnya 

ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran, karena penyedia jasa khawatir 

pihaknya dimasukkan ke dalam daftar hitam7  

Posisi pihak penyedia jasa yang lebih lemah seringkali terlihat dalam praktek 

terutama dalam kontrak konstruksi pemerintah, salah satunya terdapat dalam kasus 

perkara No. 396 PK/PDT/2007. Pada kasus ini disepakati pekerjaan perjanjian 

 
6 Nazarkhan Yasin, Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2014, hlm. 15. 
7 Ibid., hlm. 16. 



6 
 

 

pemborongan antara Perusahaan Pertambangan minyak dan Gas Bumi Negara 

(PERTAMINA) dan juga PT. Natindo Citra Persada. Kedua belah pihak sepakat 

dengan melakukan pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di 

Cirebon Jawa Barat. Harga Borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian sebesar Rp 10.776.615.000,00 dan merupakan harga tetap 

keseluruhannya tidak termasuk PPN 10% dilaksanakan dalam bentuk Lump Sum. 

Perjanjian ini telah disepakati untuk pelaksanaan pekerjaan selama 20 bulan. Namun 

ternyata pada pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di tengah 

berjalanya pembangunan yaitu:  

1. Berdasarkan kajian dari Engineering detail adalah kebutuhan listrik berubah-

ubah mulai dari 2 x 75 KVA lalu di tender ulang diganti 2x600 KVA setelah 

Penggugat ditunjuk kebutuhan listrik naik 2(dua) kali lipat menjadi 4x600 

KVA;   

2. Pada saat pembangunan di Cilamaya terdapat 11 buah river crossing, dalam 

risalah Aanwijzing terdapat beberapa kali tidak tercantum pada kontrak. Maka 

dari itu, Penyedia jasa tidak mencantumkan dalam kontrak untuk penambahan 

biaya untuk "river crossing" Pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus 

dibangun dengan demikian Penyedia jasa merasa pembuatan river crossing itu 

sebagai suatu bentuk kerja tambahan. 

3. Bahwa adanya tambahan pekerjaan dari hasil kajian engineering detail yang 

menyimpulkan bahwa kandungan air pada gas Hydrocarbon yang masuk ke 

Dehydration Unit masih relatif tinggi. Bahwa penawaran Dehydration Unit 
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oleh Penggugat adalah berdasarkan spesifikasi yang di miliki oleh PT. 

Petamina. Artinya terdapat perbedaan spesifikasi pada saat dilapangan dan 

juga di kontrak yang disepakati. 

Pada kasus perkara NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. Kasus ini berawal dari 

penunjukan PT. Elva Primandiri oleh Deputi Kapolri Bidang Logistik, untuk 

melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Mapolda Nangroe Aceh Darusalam 

yang berlokasi di Jeulingke, Banda Aceh. Penunjukan diadakan secara penunjukan 

langsung yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Delog Kapolri No. Pol.: 

Skep/30/VII/2006 tertanggal 3 Agustus 2006. Para pihak dalam hal ini sepakat untuk 

melaksanakan pembangunan gedung Mapolda di Nanggroe Aceh Darussalam dan 

para pihak sepakat memakai kontrak Lump Sum dengan harga tetap dan pasti yaitu 

sebesar Rp. 34.647.345.000,00. Namun ditengah pelaksanaan pihak penyedia jasa 

langsung membangun  untuk tahapan pertama. Setelah sebagian tiang pancang 

terpasang, baru diketahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam Perencanaan yang 

dibuat oleh PT. Saka Adhi Prada selaku Konsultan Perencana, dimana terjadi 

ketidaksesuaian antara Desain/Perencanaan, dengan kondisi heterogen lapisan tanah 

yang tidak wajar. Banyaknya pekerjaan baru melampaui 50% volume pekerjaan yang 

telah tercantum dalam perjanjian pemborongan sebelumnya, hal tersebut menjadi 

salah satu faktor penyebab tertundanya penyelesaian pekerjaan. Selain itu juga, pihak 

Kapolri tidak tepat waktu dalam melakukan pengosongan dari Penghuni atas lokasi 

yang terkena areal pembangunan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Maka 

dengan hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Addendum. 
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Pada akhirnya PT. Elva Primandiri telah melaksanakan dan menyelesaikan 

seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II yang meliputi 

pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai 100%, sedangkan pekerjaan dalam bidang 

elektrikal, mekanikal dan pekerjaan finishing telah selesai tidak kurang dari 85% dari 

seluruh volume pekerjaan dengan biaya tidak kurang dari Rp 73.915.388.313. Jumlah 

pengeluaran tersebut melebihi 100% dari besarnya nilai kontrak yang sudah 

ditetapkan yaitu Lump Sum fixed price sebesar Rp 34.647.345.000, hal tersebut 

dikarenakan bertambahnya jenis dan volume pekerjaan dan disebabkan kenaikan 

harga bahan bangunan yang sangat drastis, diantaranya kenaikan harga besi struktur 

yang mencapai hingga akselerasi 400%. Berdasarkan jumlah pengeluaran biaya 

tersebut, PT. Elva Primandiri baru menerima pembayaran hanya sebesar Rp 

29.450.243.250, sedangkan sisa kekurangannya sebesar Rp 44.465.145.063 hingga 

saat ini belum dibayarkan. kepada Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-Nias, namun 

bukannya perpanjangan waktu dan pembayaran yang dilakukan, justru Ketua Badan 

Likuidasi BRR NAD-Nias menghentikan dan memutuskan Kontrak Pekerjaan 

Pembangunan tersebut. 

Berdasarkan kasus-kasus di atas perubahan-perubahan pelaksanaan kontrak 

Lump Sum berupa perubahan spesifikasi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh 

pengguna jasa sering kali dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan kontrak, sehingga 

mau tidak mau harus ada addendum perjanjian pemborongan. Pelaksanaan addendum 

atas perubahan-perubahan spesifikasi maupun teknik penyelesaian pekerjaan tetap 
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dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan itikad baik dan pekerjaan diselesaikan tepat 

waktu sesuai dengan kesepakatan. Namun justru di akhir kontrak, pihak pengguna 

jasa tidak bersedia melunasi pembayaran tambahan yang pada dasarnya telah 

disepakati oleh kedua belah pihak pada saat addendum, sehingga membuat penyedia 

jasa/kontraktor dirugikan. Maka dari itu Berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

kontrak pemborongan dan pengadaan barang dan/atau jasa, mulai dari adanya 

addendum di tengah-tengah pelaksanaan pekerjaan hingga rincian dokumen yang 

tidak sesuai tentunya dapat berpengaruh terhadap skema pembayaran. Permasalahan 

yang terkait dengan item pekerjaan yang dilaksanakan untuk melengkapi sistem serta 

larangan metode kerja tertentu oleh pihak penyedia jasa dan adanya perubahan harga 

barang menjadi spesifikasi yang ditentukan saat membuat kesepakatan kontrak Lump 

Sum8.  

Kontrak pemborongan atau pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan 

pemerintah merupakan realisasi dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat untuk 

kepentingan publik, maka penting kiranya untuk diperhatikan apakah peraturan 

perundang-undangan yang ada serta pada praktiknya terkait perjanjian pemborongan 

telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang juga tidak kalah 

pentingnya adalah proses pelaksanaannya jangan sampai merugikan keuangan negara. 

Atas dasar persoalan-persoalan hukum tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih 

 
8 Steven Wijaya, Denny Pranajaya, Andi. “permasalahan kontrak lump-sum pada 

proyek-proyek konstruksi di Surabaya”, Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, Vol.7, Nomor 2, 
2018, hlm 264. 
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mendalam mengenai perjanjian pemborongan dengan metode Lump Sum yang 

dilakukan pemerintah dalam bentuk skripsi dengan judul “Keberlakuan Addendum 

Kontrak Lump Sum Pada Perjanjian Pemborongan Pemerintah (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus 

PN.NO.582/PDT.G/PN/JAK.TIM)” 

B. Permasalahan 

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah addendum perjanjian pemborongan pemerintah yang berbentuk 

kontrak Lump Sum pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 

PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM tidak menyalahi 

peraturan perundang-undangan? 

2. Apakah kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum 

perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus  Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. 

NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

menjadi penghambat terlaksananya addendum perjanjian pemborongan 

pemerintah pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 

dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM? 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan umum yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

memberikan secara jelas serta menelaah lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan bentuk kontrak dengan sistem 

pembayaran Lump Sum. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui dan menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan 

pengadaan barang dan/atau jasa tidak bertentangan dengan addendum perjanjian 

pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum dalam perkara 

kasus No.396 PK/PDT/2007 dan kasus PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM 

2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang menjadi hambatan 

pelaksanaan addendum perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara 

kasus No.396 PK/PDT/2007 dan PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM 

3. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya addendum 

perjanjian pemborongan pemerintah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 

PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. 

 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat 

teoriris dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan 

ilmu pengetahuan serta pemikiran dalam kontrak Lump Sum yang ada di 

Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih dalam 

terhadap proses belajar mengajar dalam perjanjian pemborongan dengan 

bentuk kontrak Lump Sum 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber 

kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan kajian yang 

dibutuhkan bagi peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum serta dapat 

mengedukasi masyarakat untuk mempertimbangkan pada saat ingin 

membuat suatu kesepakatan atau kontrak.   

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau 

masukkan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau 

bahkan lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi masyarakat yang membutuhkan. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang 

terlibat dalam pembuatan perjanjian pemborongan dengan bentuk kontrak 

Lump Sum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum serta 

menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang mengikatkan 

diri dalam kontrak tersebut. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini dititik beratkan pada analisis keberadaan 

peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan 

kajian untuk melihat apakah tidak bertentangan dengan addendum perjanjian 

pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum dalam perkara kasus 

No.396 PK/PDT/2007 dan PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM.Selanjutnya akan 

diuraikan kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum perjanjian 

pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus No.396 PK/PDT/2007 dan kasus 

PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. Selanjutnya menganalisis upaya  hukum yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat 

terlaksananya addendum perjanjian pemborongan pemerintah. Penelitian dalam 

skripsi dibatasi dalam ranah hukum perdata khususnya mencakup pengaturan tentang 

pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih memfokuskan pada pembahasan 

mengenai perjanjian Pemborongan yang dilaksanakan oleh pemerintah.  

F. Metode Penelitian  
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Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum, 

yaitu penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah dengan didasari pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah normatif, yang berupa penelitian terhadap 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari permasalahan penelitian. 

Penelitian normatif adalah adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Pada penelitian hukum yang 

normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, 

yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, 

keputusankeputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana 

hukum terkemuka.9 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan 

penelitian dengan cara mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian 

perundang-undangan. Peraturat perundang-undangan yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.  

 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Jakarta : Kencana,hlm 13 
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Pendekatan kasus juga menjadi pilihan yang digunakan untuk 

penulisan skripsi ini. Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian hukum 

normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam 

perspektif kasus yang terjadi dilapangan dengan mencari nilai kebenaran serta 

jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum. Sehingga dapat dilihat apakah norma-

norma yang ada dari pendekatan perundang-undangan, dalam praktiknya 

sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Pendekatan ini digunakan dengan 

kasus-kasus untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi 

penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta 

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi 

hukum10 Kasus yang menjadi bahasan dalam penelitian skripsi ini adalah 

kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007  

2. Jenis dan Bahan Penelitian 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka tanpa 

perlu diperoleh langsung dalam masyarakat atau lapangan11. Data Sekunder 

ini diantaranya diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
 

10 Ibid hlm 321 
11 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2007 hlm 51. 
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artikel, atau bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat 

membantu dalam melakukan penelitian. Sedangkan bahan hukum penelitian 

yang akan digunakan diantaranya:  

a. Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum mengikat di Indonesia 

seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-

undangan lainnya.12 Pada penulisan ini bahan hukum primer yang 

digunakan diantaranya:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan; 

6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan lainnya 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  

 
12 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit 

FHUI, 2005, hlm. 31. 
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b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer13 Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini 

diantaranya berupa buku-buku, majalah, maupun artikel mengenai 

Perjanjian Pemborongan dan lain-lain yang terkait dengan pokok 

permasalahan. 

c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder14. Bahan hukum tersier 

diantaranya adalah kamus bahasa indonesia dan bahasa inggris, 

ensiklopedia seperti Black’s Law Dictionary Eighth Edition. Alat 

pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan untuk membantu menganalisis permasalahan.  

3. Teknik Pemgumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan 

hukum yang terkait dengan Perjanjian Pemborongan, dalam melakukan 

penelitian kepustakaan, digunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan 

dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti meneliti peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, meneliti bahan-bahan buku-buku teks, kamus-

kamus, jurnal-jurnal hukum, mengakses internet, dan sumber yang berkaitan 

dengan penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan lainnya juga menggunakan 

 
13 Ibid, hlm 32. 
14 Ibid. hlm 33 
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media internet dan melakukan wawancara untuk mendukung bahan bahan 

untuk menjadi sebuah jawaban atas permasalahan. 

4. Analisis Penelitian 

Analisis penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemilahan 

bahan-bahan penelitian yang diperoleh, selanjutnya bahan-bahan penelitian 

yang telah dipilah hanya akan dipilih yang berkaitan dengan jawaban 

permasalahan. Bahan penelitian tersebut akan digunakan dalam analisis kasus 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh jawaban 

dari landasan teori maupun permasalahan. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang akan lakukan yaitu secara 

Induktif, kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan 

yang diteliti khusus.15 Penelitian dimulai dari beberapa studi kasus tertentu 

hingga kemudian menjawab atas permasalahan yang menjadi fokus utama 

pada penelitian 

 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  Universitas Indonesia, 

2010, hlm.3. 
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